






A. Latar Belakang 
       Sektor publik adalah organisasi penyumbang kasus tindakan pidana 
korupsi terbanyak khususnya dalam pemerintah pusat (Bahuri dalam Syahid, 
2020). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam tahun 2016 
menyatakan bahwa korupsi merupakan bentuk kecurangan yang tak jarang 
terjadi di Indonesia. Tidak hanya melibatkan pejabat negara, tetapi korupsi 
sudah meluas hingga kepala daerah bahkan melibatkan anggota DPRD. 
Informasi yang dilansir dalam Tempo.com Transparency International 
Indonesia (TII) menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi indonesia berada 
pada urutan ke empat diantara negara-negara yang berada dalam Asia 
Tenggara (Arigi, 2020). 
       Korupsi memberikan dampak negatif yang besar bagi sektor publik. 
Dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Association of 
Certified Fraud Examiners (ACFE) yang mengatakan pemerintah adalah 
pihak yang paling banyak mengalami kerugian. Salah satu sektor publik 
menurut wakil ketua KPK Laode Muhamad Syarif yang menyatakan sektor 
publik yang rentan terhadap suap dan korupsi ialah sektor kelautan dan 
perikanan (Tokohkita.co, 2019). Dampak korupsi yang terjadi pada sektor 
kelautan dan perikanan dikatakan dapat mempengaruhi industri perikanan, 





 hingga pengadaan mesin (Tokohkita.co, 2019). Hal yang paling mudah 
dilakukan dalam mengurangi tindakan tersebut ialah dengan memperkuat 
peran whistleblower sebagai pengungkap kecurangan. Hal tersebut selaras 
dengan survei yang dilakukan oleh ACFE bahwa pihak yang paling cepat 
untuk mendeteksi adanya fraud dan melakukan pengungkapan kecurangan 
ialah karyawan atau bagian dari internal instansi tersebut. Hasil tersebut 







Gambar I.1  
Media ditemukannya Fraud 
Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia, 2016. 
       Munculnya istilah whistleblower ialah ketika beberapa kasus di Indonesia 
diungkap oleh pihak-pihak peniup peluit. Kasus yang terjadi pada Daud 
Ndakularak, anggota DPRD Sumba Timur seorang whistleblower pada kasus 
pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur. Pada tahun 2010, 
Ndakularak dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
karena telah melaporkan kasus korupsi yang terjadi dalam anggaran 
pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Setelah Daud Ndakularak memberikan 





dinyatakan bersalah. Namun, Daud Ndakularak mendapatkan serangan balik 
yang mengakibatkan dirinya ditahan selama 120 hari. Kemudian penahanan 
atas Daud Ndakularak diberhentikan karena adanya perlindungan hukum dari 
LPSK. Namun pada tahun 2016 Daud Ndakularak dipanggil kembali oleh 
Polres Sumba untuk memberikan pernyataan tambahan dan Daud Ndakularak 
mengajukan perlindungan hukum setelah dirinya ditetapkan sebagai 
whistleblower (Institute for Criminal Justice Reform, 2017). 
       Indonesia Coruption Watch pada tahun 2018 menyatakan bahwa 
mayoritas tindakan pidana korupsi terjadi pada pejabat di lingkungan 
pemerintah daerah dari Kabupaten hingga Provinsi. Terdapat 37 orang kepala 
daerah, 127 orang berasal dari ketua/anggota DPRD, dan satu orang menteri 
didakwa karena telah terlibat dalam tindakan pidana korupsi. Hal tersebut 
menggambarkan penyelewengan kode etik dan nilai-nilai sering terjadi, 
sehingga terbentuk kondisi yang tidak normal dan tidak etis pada lingkungan 
pejabat daerah atau DPRD. Namun, dengan keadaan tersebut tidak 
mengurungkan niat Daud Ndakularak seorang anggota DPRD Sumba Timur 
yang masih memiliki keberanian dan itikad baik untuk melakukan tindakan 
whistleblowing guna menjalankan perintah undang-undang dalam 
memberantas korupsi. 
       Dengan adanya peran whistleblower tersebut membuktikan bahwa 
tindakan yang dilakukannya dapat membantu untuk mengungkapkan kasus-
kasus kecurangan yang tersembunyi dan terorganisir serta dapat melindungi 





Komite Nasional Kebijakan Governance mengeluarkan pedoman 
whistleblowing system yang dapat pergunakan anggota organisasi sebagai 
acuan dalam melakuakn pelaporan mengenai kecurangan yang diketahuinya 
secara rahasia. Adanya pedoman ini diharapkan dapat mendorong keberanian 
karyawan untuk berani mengungkap kecurangan dan korupsi yang terjadi di 
lingkungan kerja.  
       Setelah sistem whistleblowing diterapkan, whistleblower juga dilindungi 
oleh Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang amandemen UU nomor 
13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Mahkamah Agung 
telah mengeluarkan edaran nomor 4 tahun 2004 tentang perlakuan terhadap 
pelapor dan saksi yang telah bekerja sama dalam kasus-kasus pidana tertentu. 
Dengan perlindungan hukum yang kuat pelapor diharapkan memiliki 
pengaruh besar dalam mengungkapkan bentuk-bentuk pelanggaran yang 
menyebabkan kerugian yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. 
       Mempraktikan tindakan whistleblowing bukan hal yang mudah untuk 
dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang 
bersedia untuk melakukan blow the whistle. Faktor-faktor tersebut 
dikelompokan  berdasarkan faktor organisasi, faktor individual, dan faktor 
situasional (Lestari & Yaya, 2017). Faktor Organisasi terdiri dari Lingkungan 
Etika (Ahyaruddin & Asnawi, 2017; Hanif & Oditama, 2017; Hariyani & 
Putra, 2018), dan Etika Kerja (Malana Saud,2016). Faktor Individu terdiri 
dari Profesionalisme Audit (Setiawati & Sari, 2016; Magfiroh et al., 2018; 





2017; Abdullah & Hasma, 2017), Locus Of Control (Lestari & Yaya, 2017; 
Bernawati & Napitupulu, 2018), dan Sikap (Maulana Saud, 2016). Faktor 
Situasional terdiri dari keseriusan pelanggaran (Lestari & Yaya, 2017). 
       Berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk 
mempraktikan whistleblowing dan telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, 
masih banyak faktor-faktor yang memiliki hasil yang tidak konsisten dan 
masih terdapat perbedaan pendapat. Faktor yang masih memiliki hasil yang 
tidak konsisten ialah Profesionalisme Audit dan Komitmen Organisasi 
sebagai bagian dari faktor individu serta Lingkungan Etika sebagai faktor 
organisasi.  
        Faktor pertama ialah profesionalisme audit, seorang auditor yang 
memiliki profesionalisme akan memiliki prinsip kehatia-hatian dan 
menggunakan standar aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Ketika 
seseorang memiliki komitmen terhadap profesionalisme seorang auditor akan 
mampu mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan standar profesional 
(Nugraha, 2017). Penelitian mengenai profesionalisme audit terhadap niat 
melakukan whistleblowing telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian 
yang dilakukan oleh Nur & Hamid (2018) mengatakan ketika seorang auditor 
memiliki sikap profesionalisme berintensi untuk mempraktikan tindakan  
whistleblowing. Penelitian Nur & Hamid (2018) profesionalisme audit 
memiliki pengaruh positif terhadap niat seseorang dalam melakukan tindakan 
whistleblowing. Penelitian ini memiliki hasil yang konsisten dengan 





profesionalisme memiliki pangaruh positif pada niat seseorang dalam 
melakukan whistleblowing. Semakin tinggi profesionalisme maka semakin 
besar niat seseorang untuk melakukan whistleblowing. Namun, hasil ini 
bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Iftikar et al., (2018) 
yang mengatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap varibel 
dependen. Hal tersebut dikarena beberapa pegawai lebih senang diperintah 
dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam penelitian Fitriyah & Nagara (2017) 
menyatakan bahwa hanya profesionalisme audit dimensi kepatuhan terhadap 
etika profesional dan dimensi kepatuhan terhadap standar yang memiliki 
pengaruh positif terhadap intensi melakukan whistleblowing. Dimensi 
komitmen profesional yang ditunjukan dengan sertifikasi serta kualitas 
professional tidak memiliki efek yang signifikan terhadap niat seseorang 
dalam melakukan whistleblowing. Pada dimensi afiliasi dengan komunitas 
profesional Fitriyah & Nagara (2017) menyatakan bahwa ada pengaruh 
negatif yang signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing. 
       Faktor kedua adalah komitmen organisasi, komitmen kuat terhadap 
organisasi yang dimiliki seorang auditor akan lebih mudah mengidentifikasi 
situasi yang dapat membahayakan reputasi dan keberlangsungan organisasi 
dan anggota organisasi akan cenderung melindungi organisasinya dari 
keburukan (Setiawati & Sari, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh 
Bernawati & Napitulu (2018) memiliki hasil komitmen organisasi secara 
positif mempengaruhi intensi melakukan whistleblowing. Hasil tersebut 





(2016), dimana varibel X2 berpengaruh positif terhadap variabel dependen 
(Y). Seseorang yang memiliki komitmen organisasi akan cenderung 
melakukan tindakan whistleblowing semata-mata untuk melindungi 
organisasinya dari keburukan yang akan terjadi. Namun, terdapat hasil yang 
kontradiksi dengan hasil  yang miliki oleh Abdullah & Hasma (2017) dimana 
dalam penelitiannya X2 memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel 
dependen (Y). 
       Faktor terakhir adalah lingkungan etika, lingkungan etika sebagai dasar 
pertimbangan seseorang dalam melakukan whistleblowing (Hanif & Odiatma, 
2017). Penelitian lingkungan etika terhadap intensi melakukan 
whistleblowing sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil 
penelitian Nugraha (2017) mengatakan bahwa adanya hubungan positif 
terhadap intensi melakukan whistleblowing. Penelitian Nugraha (2017) 
sejalan dengan hasil penelitian  Hanif & Odiatma (2017). Namun bertolak 
belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahyaruddin & Asnawi 
(2017) dimana lingkungan etika tidak memiliki pengaruh terhadap intensi 
melakukan whistleblowing. 
       Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, 
peneliti menemukan research gap berupa hasil yang kontradiksi atau masih 
perbedaan hasil pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang 
terletak pada variabel Profesionalisme Audit, Komitmen Organisasi, dan 





itu, peneliti akan melakukan penelitian kembali terhadap unsur-unsur yang 
memiliki pengaruh pada intensi melakukan whistleblowing. 
 
B. Rumusan Masalah 
       Peneliti merumuskan masih adanya perbedaan hasil yang terjadi pada 
pengaruh profesionalisme audit terhadap intensi melakukan whistleblowing 
dimana profesionalisme yang dimiliki oleh auditor belum dapat menentukan 
apakah seorang auditor dapat menjadi whistleblower. Adanya perbedaan hasil 
terhadap pengaruh komitmen organisasi terhadap intensi melakukan 
whistleblowing dimana anggota organisasi yang memiliki komitmen yang 
kuat pada organisasinya belum dapat dipastikan bisa melakukan 
whistleblowing. Perbedaan hasil yang terakhir masih adanya masalah pada 
pengaruh lingkungan etika terhadap intensi melakukan whistleblowing, 
karena lingkungan yang etis tidak dapat dipastikan dapat membentuk 
seseorang untuk melakukan whistleblowing. Dengan demikian rumusan 
masalah pada penelitian ini ialah: 
a. Adanya pengaruh profesionalisme audit terhadap intensi melakukan 
whistleblowing. 
b. Adanya pengaruh komitmen organisasi terhadap intensi melakukan 
whistleblowing. 







C. Tujuan Penelitian 
       Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini 
memiliki beberapa tujuan, yakni: 
1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme audit terhadap intensi 
melakukan whistleblowing. 
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap intensi 
melakukan whistleblowing. 
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan etika terhadap intensi melakukan 
whistleblowing. 
 
D. Kebaruan Penelitian 
       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai 
Intensi Melakukan Whistleblowing, perbedaan dengan penelitian yang akan 
dilaksanakan saat ini ialah terdapat pada unit analisis. Unit analisis yang akan 
digunakan ialah Inspektorat Jenderal Kementerian yang telah menerapkan 
whistleblowing system. Kemudian peneliti menggunakan Inspektorat 
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai salah satu Kementerian yang 
telah menerapkan whistleblowing system. Hal tersebut merupakan 
pembaharuan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian mengenai intensi 
melakukan whistleblowing sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian pada 
sektor publik khususnya pada Inspektorat Kementerian Kelautan dan 
Perikanan RI sebelumnya belum pernah dilakukan. Penelitian sebelumnya 
telah dilakukan pada auditor intenal pada industri perbankan (Magfiroh et al., 





Sunarsih, 2015) dan juga menggunakan auditor eksternal yang berasal dari 
KAP (Nur & Hamid, 2018; Zanaria, 2016) yang berada di Indonesia. Hal 
tersebut menjadi alasan peneliti untuk menguji kembali mengenai intensi 
melakukan whistleblowing. 
 
E. Manfaat Penelitian 
       Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
literatur dan bagi praktisi. Manfaat tersebut diantaranya ialah: 
1. Bagi Teoritis 
a. Menambah bukti empiris mengenai Pengaruh Profesionalisme Audit, 
Komitmen Organisasi, Dan Lingkungan Etika Terhadap Intensi 
Melakukan Whistleblowing. 
b. Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat mendukung teori 
perilaku terencana dalam keterkaitannya dengan niat seseorang dalam 
melakukan whistleblowing. 
2. Bagi Praktisi 
a. Bagi Instansi Pemerintah 
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi regulator pemerintah agar dapat memberikan kebijakan lebih 
terhadap whistleblowing serta mendukung pihak whistleblower guna 
mengurangi adanya tindakan kecurangan, kejahatan, dan pelanggaran 







b. Bagi Auditor 
Menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi auditor bahwa 
pentingnya melakukan tindakan whistleblowing dan tetap  menjaga 
keandalan, kewajaran, dan keadilan laporan keuangan yang dapat 
dipercaya 
 
